
 

 

 

 

 

 

 

 

WALIKOTA BANDA ACEH 

 

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH 

NOMOR    63   TAHUN 2019 

 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PADA  

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH 

 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

 

WALIKOTA BANDA ACEH, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengevaluasi Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada 

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Kota Banda Aceh, perlu menetapkan Pedoman Evaluasi 

atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kota Banda Aceh; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan 

Peraturan Walikota; 

 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang  

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

1092); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang  

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 4633); 

 

 

3. Undang-Undang ...    

 

 

 

SALINAN 
 



 

3.  Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang 

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia  Tahun  2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia  Tahun  2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang 

Perubahan Atas Wilayah Kotamadya Tingkat II Banda 

Aceh  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3247); 

5.  Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi  Nomor  25  Tahun  2012  tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi  Akuntabilitas  Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

 7.   Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi  Nomor  20  Tahun  2013  tentang 

Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  25 

Tahun  2012  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

8.  Peraturan   Menteri   Negara   Pendayagunaan   Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja; 

 9.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA PADA ORGANISASI PERANGKAT 

DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH 

 

 

 

 

BAB ... 

 

 

 

 



 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Banda Aceh. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. 

3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh. 

4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banda Aceh. 

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kota Banda Aceh. 

6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

selanjutnya disebut SAKIP adalah instrumen 

pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari 

berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, 

penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh     

dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu       

instansi    pemerintah dalam mempertanggungjawabkan 

keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi, serta misi organisasi. 

7. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis 

mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan 

pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas 

permasalahan yang ditemukan. 

8. Evaluasi SAKIP adalah kegiatan analisis kritis, penilaian 

yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan 

permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan 

peningkatan kinerja dan akuntabilitas OPD oleh 

Inspektorat. 

9. Evaluator adalah pejabat Inspektorat yang diberi perintah 

untuk melaksanakan evaluasi atas Implementasi SAKIP 

OPD. 

 

BAB II  

EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP OPD 

 

Pasal 2 

(1)   Inspektorat melakukan evaluasi atas implementasi 

SAKIP pada OPD berdasarkan kewenangannya. 

(2)  Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektur 

kepada Walikota. 

(3)  Walikota menyampaikan Ikhtisar Hasil Evaluasi SAKIP 

kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. 

 

 

Pasal 3... 

 

 



 

Pasal 3 

(1)  Evaluasi SAKIP pada OPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada 

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SAKIP sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(2)  Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SAKIP sebagaimana 

dimaksud ayat (1) merupakan panduan bagi Evaluator 

yang berkaitan dengan : 

a. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan 

penetapan ruang lingkup evaluasi; 

b. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan 

metodologi yang digunakan dalam evaluasi; 

c. penetapan langkah-langkah kerja yang harus 

ditempuh dalam proses evaluasi; 

d. penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan 

mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses 

pengolahan datanya. 

 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pegundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh. 

 

Ditetapkan di  Banda Aceh  

pada tanggal 19    Desember  2019 M 
                     22 Rabiul Akhir 1441 H  
 

         WALIKOTA BANDA ACEH, 
 

                   CAP/DTO 
 
          AMINULLAH USMAN 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 63  

Diundangkan di Banda Aceh 
pada tanggal 19   Desember  2019 M  

 22 Rabiul Akhir 1441 H 
  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH, 
 

                        CAP/DTO 
 

                        BAHAGIA 


